
BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN zuAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 17 TAHUN 2Ot9

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 1 TAHUN 2OO8 TENTANG
PEMBENTUKAN DESA MELIAH SELATAN KECAMATAN SUBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

b.

bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan,

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap

luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis

dan aspek yuridis di Kecamatan Serasan, Serasan

Timur, dan Subi dilaksanakan kegiatan Penghitungan

dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2016;

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan

Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

2016 di Desa Meliah Selatan terdapat perbedaan Luas

Wilayah dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Desa

Meliah Se-latan Kecamatan Subi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud- da]am. hr-rre-rf a dan hr-r-n:f t), perh_r-

menetapkankan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Ata-s Peraturan Daerah Nomor Il Tahr:n 2OO8 Tenta-ng

Pembentukan Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik

Indonesia Tahun 1945;

c.

Mengingat : 1.
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2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun l99g tentang

Pembentukan Kabupaten Pelala-wan, Kabupa-ten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia I{omor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang

Perr.rbahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

+237\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}tt
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234] sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll

3.

4.

5.
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6.

7.

9.

10.

8.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia

Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587I sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Und"ang-Undang Nomor 6 Tahrrn

2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor L23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Feraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
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Fengeioiaan Keuangan Daerah (Berita i.iegara Repubiik

Indonesia Tahun 2O1I Nomor 31O);

Peraturan ivienteri Daiam i.iegeri iriomor 45 Tahun 2A16

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Beriia. Negara Repubiik incionesia Tahun 2Ai6 i.lomor

1o38);

Peraiuran Men^reri Daiam iilegeri Nomor 1 Tairun 2Ol7

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik
t,--l-,--,:- h-1---,-  n r- lY r--\TIIUUIICSIA IATIUII ZVLI I\OIIIOT TCO,|;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun

2008 tentang Pembentukan Desa iviciiah Seiaian

Kecamatan Subi (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna
h I  nn6 rtranun zvv6 r\ornor I lr;

n--- ---- n-----a--:--- -- n-Lrcrrgarr rcrscluJuart E crsarrla

DEWAN PERI4/AKILAN RAKYAT DAEP,AH KAJIUPATEN NATUI\I.A

dan
DTTNA6T ITA6TTITADUrAll l\l1l ullfr

I'TA'TTMTTNTZ AT.MrrM\J r UDAfII\ :

PERATURAI'.I DAERAH I(ABUPATEI{ NATUNA TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN

2008 TEiiTAiiG PEiviBENTUKAii DESA iviELiAH SELATAN

KECAMATAN SUBI.

I I.

LZ.

13.

ivlenetapkan :

Pasai I

Keteniuan Pasal 3 dalam Peraiuran Daerah Kabupaten

Nomor 11 Tahun 2OOB tentang Pembentukan Desa
n--l-...r- -- fr' - - d--1-: ,t 1 r\ 7 r, Iseia^Lan Kecamatan Subi (Lcmbaran iiaerah Katiupaten

lt-r----I\aLtlna

naetiah
lr-1--,- -r\aLurla



Tahun 2008 Nomor 11), diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

(U Desa Meliah Selatan terbentuk dari Pemekaran Desa

Meliah Kecamatan Subi atas prakarsa rnasyarakat dengan

memperhatikan asal usul desa sesuai dengan kondisi

sosial budaya masyarakat seternpat.

(21 Luas wilayah Desa Meliah Selatan adalah + l2O,2O2 Ha

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Meliah;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Subi;

- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Terayak;

- Sebelah Timur berbatas dengan Laut.

(3) Peta Wilayah Desa Meliah Selatan sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan ini.

Pasal II

Perattran Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah l(abupaten Naturna

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 3t Delet^bQr DtE

4Diundangkan di Ranai

pada tanggal 3l De$fi,t6er

z SEKRETARIS DAERAH(*
IGBUPATEN NATUNA,

%D

l

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 17

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI

KEPULAUAN RIAU: ft,bl/ NV



262300

;.:.':::

,:l':

Desa Meliah

Desa Terayak

tit1

Desa Subi

Desa Subi Besar

262340

tE'' '-'
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. Lampiran Peraturan Daerah' Kabupaten Natuna
Nomor lfiahun 2019

PETA DESA MELIAH SELATAN
Kode Wilayah : 2r-03.09.2009

SKALA 1:5.000
05

U

A

SislemProyeksi : ......................................

SistemGrid : ..............................-.......

oatum Horizontal : .................................

Tranverse l\,lercator

Grid Geografi dan Grid universl Transverse Mermtorzona 49N

sRGr 2013

ffi :,:I"T IHI. H"*,,j[,: #:.'#, na 2e783,,ndonesia

Wf" 
o copvrisht 2018' All Rishts Reserued'

KETEUflGAT

BATAS WUYAH

t.:
l

Bes Nry6

NomorTX Untang Bujur

TK 01 3" 1',57,5', LU 108'51',49,4', ST

TK02 3" 1',57,5" LU 108'51',42,6" BT

T( 03 3" 1',57,0' LU 108'51' 24,8' BT

fK04 3'2',5,9'LU 108'51'4,6',BT
r( 07 l" 1' 15,4' LU 108'51', 22,2' BT

TK08 3"1',23,8"1U 108'51'35,1'BT
11(09 3"1'.33,0'LU 108"51'54,3',87
TK 10 3'1'32,4',LU 108'52',9,2'BT

umber Dab dan Rjwayat Peb r - Bes WilayahAdminisf6i Tahun 2016,

Pust Pemebd Babs Wilayah

- Dah DEibl P* Rupa Bumi lndomsiaSkala 1 :50.000

Badan infma$ tuspasial : Tahun Launching2016

- oab CilBTeg*SadlRdusiInggi. OffiosislsmatisTahun : 2016

- Dab Ciha &*mapArc3ls 10.2

- Dab Ctoa Salelit Googb Eadh sebagai pengidenlifrkasi objek lapangan.

S

alatan i 1. Sumhr &h yangdigunakan untuk mengidentfikasi obyek yang dijadikan sebagal balas desa pada citra

sbli edalah sebagai bikull
a- Cih Pleia&s

b- Cih DigtulGlob
c. Cfua Google lunuk b€malan se€san dan s€san limur)

2. Sumbr&h berupa d6 $telii harus menggunakan dda dh dad BlG, UPAN, ab! Pemedntah Daerah

yang dihrdinasakan dengan UPAN. Untuk sumberdab yang belum tercdia {no 1 poin c) harus di ambil

C dad BIG atau LAPAN. Jika daia dasr yang dimaksud be um ie6odia. maka pemednlah daeah hatus

bed@rdinasi dengan WAN lnluk membelidab leGebut

3.!im Sabl( di dalam Peb kela yang dibf,dabngani deh pihakdes dan ke@nahn belum dikebhui nilai

akuBenya dikarenakn belun ada pos6 gcp dan ofrhorakuflkasi.

4 Sonkr dala dalil hnluk db sablit herus d lakukan prcses pengambi an GCP dan onhoraktiikasi untuk

mendapekn ch bgak sldit esollsi linggi (CTSRT).

5 De*ipsi ga* babs. penandababs, dan lnifimas balasyang teduang dalam hdh acara daFt
digunakan s€bagai dasil rckfisituhi gais btrs di CTSRI

6. Selelah terdb CTSRT lnfomasi gads babs, loponim. sena koordinat yang le0ambar &lam peta dan

yang tffiang dalam berih a€c harus disesuaikan dengd ciba ieebul (CTSRT).

7. Nilai luasan oasing masig desa morupakan llasn indlkati/ pmefua dan harus di hitung kefrbali sblah
@in no 6 lslakw.

NATUNA, 7

HAMID RIZAL


